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KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOK~ :Jj qb~ RV HK/2012 

TENTANG 

,)ENUNJUK/\N KU/\SA PENGO\) \JA /\NGG:\RAN. PEJABAT YANG BE 
Mi~LAKUKAN TINDAKAN '"ANG MENG.\f\JBATKAN PENGELUARAN 

BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITI'vlENj. PEJABAT YANG BE 
!\[ENGUJI DAN MENANDATANG/,NI SURAT PERINTAH MEMBAYAI~ PEJ 
."PM). BENDAHARA PENGELLJAj~.\N ANGGAR\N PENDAPATAN DAN BELANJA 

I\EGARA (APBN)/DEKONSENTR\SJ PADA BIRO PEMBERDAYAAN PEREl\lPUA.N 
SEKRETARIAT DAERAH piRe \tINSl LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012 

GUEERNUR LAMPUNG. 

Membaca	 Nota Dinas Kepala Biro Pernberdavaan Pererrrpuari Sekrerariat 
Daerah Provinsi Lampung Nomor: 263/350 ,I ,2012 
tanggal 08 Mei 2012 perihal Usulan Pengelola dana 
Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012. 

Menimbang a. bahwa dalam rangka terrib administrasi. 
pelaksanaan dan perigelolaan kegiatan yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belan] Negara 
(APBNI/Dekcrisentrasi Tahun Anggaran 20] 2 pada 
Pernberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah si 
Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat 
~ang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen}. 
Pejabat vang berwenang menguji dan meriandatangani Surat 
PerintahVIemba~.ar [Pejabat SP1\/Ij. Bendahara Pengeluaran 
Anggaran Peridapatan dan Belanja Negara 
(APBN) /Dekc,nsentrasl, varig bertanggung jaw ab baik segi 
fisik rnaupi, n efisiensi keuangan dan efektivitas kegiatan 
dimaksud sesuai dengan Dokurnen lsian Pelaksanaan 
Anggaran ITIPAI. Rencana Kerja dan Anggaran Kemcnterian 
Negaray l.ernoaga (RKA-KL) yang bersangkutan: 

b.	 bahwa Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang Nama" NIP. dan 
Pangkat sebagaimana tercantum dalam Larnpiran t usan 
ini dipand.mg cakap dan merneriuhi $: arat untuk 
ditunjuky diangkat sebagai Kuasa Pengguna . Pejabat 
yang bertugas melakukan tindakan vang mengaki 
pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pernbuat Komitrneru. 
Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat 
Perintah Membavar (Pejabat Sprvl), Bendahara Pengeluaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBNJ/Deknnsentrasi. pada Biro Pemberdavaan Ferempuan 
Sekretariat Daerah Provinsi Larnpung Tahun Anggaran 2012: 



Mengingat 

Mernperhatikan : 

Menetapkan 

KESATU 

c.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b 
tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, 
dipandang perlu menunjukjmengangkat Kuasa Pengguna 
Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan 
menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), 
Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN)jDekonsentrasi, pada Biro Pemberdayaan 
Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan 
menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Larnpung: 

1.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
KabupatenjKota; 

5.	 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 
72 Tahun 2004; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah 
Provinsi La.mpung; 

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen 
Keuangan Nornor : PER-66jPBj2005 tanggal 28 Desember 2005 
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN CiUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA 
PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS 
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN 
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT 
KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN 
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT 
SPM), BENDAHi\RA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA NEGARA (APBN)jDEKONSENTRASI PADA BIRO 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012. 

Menunjuk Pejabat./Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan 
Pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7. 
kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, 
Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), 
Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat 
Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran 
dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam 
kolorn 4 Lampiran Keputusan ini. 



KEDUA
 

KETIGA 

KEEMPAT 

Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan 
wewenang sebagai berikut: 

a.	 bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas 
pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan 
Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang 
bersangkutan; 

b.	 bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada 
waktunya; 

c.	 menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) 
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk 
pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu; 

d.	 rnenyampaikan laporan bulanan selarnbat-Iambatnya pada 
tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang 
lalu; 

e.	 menyampaikan laporan triwulan selarnbat-lambatnya 1 (satu) 
bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; 

f. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang 
dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu] kali dalam 3 (tiga) 
bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas; 

g. wajib mengadakan pembukuarr/pencatatan secara tertib dan 
teratur sehingga setiap saat dapat diketahui : 

1) bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melarnpaui batas 
anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis 
pengeluaran; 

2) jumlah uang/dana yang masih tersedia; 

3) keadaan r'perkembangan kegiatan baik fisik maupun 
keuangan;dan 

4) perbandingan antara rencana kegiatan dengan 
pelaksanaan. 

h. bertanggungjawab terhadap hal-hal yang terkait dengan 
pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan 
kontrak / spesifikasi teknis; 

i. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan 
dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional 
selarnbat-Iarnbatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai 
dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; 

j.	 membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro 
Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung apa.bila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan 
aset Pemerintah Daerah; 

Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan 
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja 
seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan 
Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 

Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat 
Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan 
kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan 
bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran. 



KELIMA
 

KEENAM
 

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan 
kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, 
menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja 
Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Be1anja Negara pada Satuan Kerja serta 

a.	 wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan 
teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor Kep-332/ M/V/9/1968 tanggal 26 
September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara 
mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 217 /KMK.03/ 1990 tanggal22 Februari 1990 
tentang Mekanisrne Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 
tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta 
memperhatikan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Departemen Keuangan Nomor 606/AMK.06/2004 tanggal 28 
Desember 2004 tentang Pedoman pernbayaran dalam 
pelakeanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
2005; 

b. bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas; 

c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan 
Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah 
penutupan buku kas bulan yang baru lalu; 

d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur 
sehingga setiap saat dapat diketahui : 

1) bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, 
Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang 
menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran 
yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis 
pengeluaran; 

2) jumlah uangjdana yang masih tersedia; 

3) keadaanjperkembangan kegiatan baik fisik maupun 
keuangan;dan 

4) perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan 
kegiatan. 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan 
tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, 
kewajiban dan wewenang pengelola anggaran, mengendalikan 
kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan 
petunjuk operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit /bagian 
yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan 
pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan 
pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang 
dipimpinnya. 



hEfUJUH	 Mendelegasikan weweriang menandatangani petikan dan salinan 
Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang 
bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan aran 
Anggaran Belan a (Pejabat Pernbuat Komitmenl. dan Pejabat 
yang berwenang meriandatangani Surat Perintah Mernbavar 
(Pejabar SPM) dan Periunjukan Bendahara Pengeluaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) /Dekonsentrasi pada Adrninistrasi Pembangunan 
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 1L 
yang ditaridatan zaru Guberrrur kepada Kepala Biro 
Pembangunan S"kretariat Daerah Provin si Lampung. 

KE0ELAPAN	 Apabila nama Ki asa Pengguna Anggaran , Pejabat ~ 

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
Belanja (Pejabat Pembuat Komitrnen]. Pejabat vang berwenang 
menguji dan menaridatangani Surat Perintah Membay ar (Pejabat 
SPM), dan Berdahara Pengeluaran yang tercanr.um dalam 
Dokumen lsian Pelaksanaan Anggaran (D1PAI trdak se suai 
dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini .. maka vang 
dianggap sah se oagai Kuasa Pengguna Anggaran , ya.ng 
bertugas melaku kan tindakan yang mengakibatkan 
Anggaran Belan a (Pejabat Pernbuar Komitmeru. vang 
berwenang menguji dan menandatangani Sural Perintah 
Membayar (Pejatat SPTv1) , dan Bendahara Pengeluaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara I[APBNI/Dekonsenrrasll 
nama sebagaimana yang ditetapkan dan tercanturn dalarn 
Lampiran Keputusan mi. 

KESEMBILAN	 Keputusan im mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2012 sarnpai 
dengan 31 Desember 12. derigan ketentuan 
kernudian har'i ternyata terdapat kekehruan dalam Keputu san 
akan diadakan pernbetu larr sebagaimana mesriny a. 

Ditetapkan di lukbct unz 
pada tanggal /2 .~: ~ lVif' 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 

Tern iusan: 
I. J"e1\J2.. BPI\: RI di jakarta; 
2. TIenteri Dalarn Negeri RI eli Jakarta: 
3. r tenteri Keuangan RI eli Jakarta:
 
-l. l.cpala 1-\:8n10r BPh RI Perwakilan Lam.iung di Bandar Lampurig:
 
;:'1. l.epala Kantor Wilavah \lII Dirjen Perbr nrlaharaan iPBN, Provinsi Lampung eli H;lIHLF L.,Uill"l.!"~"
 

6. In spe-ktur Provin si	 Lampung eli Ban.Lu Larnpurig: 
t . 1.epala Bappeda Prov in si Lampung eli 1 e ukoetung:
 
8, .epala Dinas / Unit Satuan Kerja / J ,'mbaga vang bersangkutan eli Bandar ng:
 
9. i:epala Biro Keuangan Setdaprov Lamrung eli Telukhetung: 
l C. 811'0 Hukum xetdaprov Larnpur g eli retukbeuma: 
11, I~epala Kantor Pajak Pratarna Tanjungl.arang eli Banda! l~(Ulll"CU 

L. i~epala h:PPN Catlang Bandar Lampu nr eli Bandar Larnpung: 
L .. ')jI'ektuI' Utama VI' Bank Lampung di 'elukbt'lUng.. 
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---

LI\MP1RAN KEPUl'USI\N GURF:RNUI~ LAMPUNG 

NOMOR : G / 419 / B.V / HI\: / 2012 

TANGGAL :'2. - 6 

DAFIAR NAMA PEJABATjPNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 
PEJABA'f YANG BERWENANG MENGU,JI DAN MENANDATANGANI SURAl' PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM) DAN BENDAHARA
 

PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI U\MPUNG
 
TABUN ANGGARAN 2012. 

PE-JADAT YA NGr-----~
.. ~ ----------,----_ .._-- ,-------------

SURAl'
 
PENGESAHAN


NO MATA PROGRAM/DAFTAR ISIAN DANA (Rp) ANGGARAN KEGIATANPELAKSANAAN
 
ANGGARAN
 

1 2 3 4 5 
------ ._----- -------_. 

1. 0026/047  (047) 1.204.275.000 
01.3.01/07/ (011 
2012 (121 
30-05-2012 (125160) 

KUASA PENGGUNA
 
ANGGARAN'
 

. --~~-~ 

6 
---.- - -~--------

Ir.Laria Rekyanti 
NIP. 19590107 
1983032009 

Pembina rx. I (IV/ c) 
Kepala Biro 

Pemberdayaan 
Perernpuun 

~aprov. Lampung I~ -I I 
1.1 0026/047 - 047.0].06 Program 762.900.000 Ir.Laria Rekyanti 

01.3.01/07/ Kesetaraan NIP. 19590107I2012 Gender dan 1983032009 
30-05-2012 Pemberdayaan Pembina TK.I (IV/ c)

Perempuan 
Kepala Biro
 

Pemberdayaan
 
Perempuan
 

Setdaprov. Lampung
 

1.1 0026/047  047.01.06.5 Penguatan 762.900.000 Ir.Larra Rekyanti
 
.1
 01.3.01/07/ 049 Ke1embagaan NIP. 19590107 

2012 PUG di Provinsi 198303 2 009 
30-05-2012 

Pembina TK.I (IV/c)
 
Kepala Biro
 

Perriberdayaan
 
. m .P~ 

,TP·rllcln 

BERTUGA: 
MELAKUKP N 

l'INDAKAN Yi NG 
Mt:NGAKIBAl KAN 

PENGELUAR AN 
ANGGARAN BE LANJA 

(PE.TABAT PEl\! aUAl' 
KOMITMEI ) 

7 
._-._._- ---- -

Dra. Siti BR Siahaan 
NIP. 19640312 
199403 2 003 

Perrara Tk.I (1]]/ d) 
.Kasubbag Advokasi 

Biro Pr-rnbr-rdavaan 

PEJABAT YANG
 
BERWENANG MENGUJI
 
DAN MENANDATANGANI
 

SPM
 

8 

. . . , . 
Pe re-rnpuan Setdaprov. I Pe rernpuan ~etdaprov. . ~ P (;:tnrov ,rnnnlln~JI I I I S t 1 T I

I I.·L -.-,. L Larnpun g I Lampung01___1 _____L . ~ ._ _ ._~__ 

I -----l------J
 

Suryani, SH,MH
 
NIP. 19670423
 
198703 2 004
 

Penata Tid (III/ d)
 

Kasubbag Tata Usaha
 
Biro Pemberdayaan
 

BENDAHARA
 
PENGELUARAN
 

9 

2012 

KET. 

10 

Biro 
Pemberdayaan 
Perempuan 

Sekretariar 
Daerah 

Provinsi I 
Lampung 

Biro 
Pemberdayaan 
Perempuan 

Sekretm-iat 
Daerah 
Provinsi 
Lampung 

Serly Carolina Biro 
Utami,SE Pemberdayaan 

NIP. 19780107 Perempuan 

201001 2 003 Sekretariat 
P t M d (Ill/)ena a u a a 

. 
JFU Biro

• 
Pe mbet d ava.ur I 

Daerah .,
Provinsi 
I,8mpl1nv:- I . 

Perempuan I I 
Setdaprov.l:~---.J 

http:Setdaprov.l:~---.J
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